BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan
pelaksanaannya, menyebabkan perubahan dan
penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sehingga  beberapa Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan desa perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan

dan

BUPATI KARANGASEM
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7



Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 7); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Agustus 2016

LBUI%KA%AMSEM, /

[ GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS RAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE AD ULYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR S.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BAL] :
(5, 42/2016)



L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, telah terjadi perubahan dan penyesuaian dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti dalam susunan organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa, pengelolaan keuangan desa dan pedoman teknis
peraturan di desa, yang mana ketiganya tidak lagi diatur dengan Peraturan
Daerah tetapi diamanatkan diatur dengan Peraturan Bupati. Hal ini tersirat
dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di
Desa. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu mencabut Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan
Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR S.



